
 
 
 
 
 
 

RANCANGAN 
PERATURAN MENTERI INVESTASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
NOMOR … TAHUN 2024 

TENTANG 
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN MENTERI/KEPALA DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN INVESTASI/ 
BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
MENTERI INVESTASI/ 

KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL REPUBLIK INDONESIA, 
 
Menimbang : a.   bahwa ketentuan mengenai tata cara pembentukan 

peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal telah 
diatur dalam Peraturan Menteri Investasi/Kepala 
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 
2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan 
Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal; 

b. bahwa untuk menyesuaikan pengaturan mengenai 
proses pengundangan sesuai dengan Peraturan Menteri 
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 23 Tahun 2023 
tentang Tata Cara Pengundangan Peraturan 
Perundang-Undangan dalam Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia, Berita Negara Republik Indonesia, 
dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia perlu 
diatur kembali peraturan mengenai tata cara 
pembentukan peraturan menteri/kepala di lingkungan 
Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman 
Modal;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan 
Koordinasi Penanaman Modal tentang Perubahan atas 
Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata 
Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di 
Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal. 
 

Mengingat : 1.   Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang 
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Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4724); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia    
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang 
Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 
Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang 
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 199) sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76          
Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan 
Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 
Nomor 186); 

7. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2021 tentang 
Kementerian Investasi (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 159); 

8. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2021 tentang 
Badan Koordinasi Penanaman Modal (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 160); 

9. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2021 tentang 
Pemberian Persetujuan Presiden terhadap Rancangan 
Peraturan Menteri/Kepala Lembaga (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 173); 

10. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia 
Nomor 23 Tahun 2023 tentang Tata Cara 
Pengundangan Peraturan Perundang-Undangan dalam 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia, Berita Negara 
Republik Indonesia, dan Tambahan Berita Negara 
Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1100); 

http://www.jdih.kemenkeu.go.id/fullText/2008/39TAHUN2008UU.HTM
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11. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2021 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1137); 

12. Peraturan Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi 
Penanaman Modal Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata 
Cara Pembentukan Peraturan Menteri/Kepala di 
Lingkungan Kementerian Investasi/Badan Koordinasi 
Penanaman Modal (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2023 Nomor 1033); 

 
MEMUTUSKAN: 

Menetapkan: PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN 
KOORDINASI PENANAMAN MODAL TENTANG PERUBAHAN 
ATAS PERATURAN MENTERI INVESTASI/KEPALA BADAN 
KOORDINASI PENANAMAN MODAL NOMOR 3 TAHUN 2023 
TENTANG TATA CARA PEMBENTUKAN PERATURAN 
MENTERI/KEPALA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN 
INVESTASI/BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL. 

 
Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri 
Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal 
Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan 
Peraturan Menteri/Kepala di Lingkungan Kementerian 
Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1033) diubah 
sebagai berikut: 
 
1. Judul Paragraf 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai 

berikut: 
Paragraf 3 

Persetujuan  
 

2. Ketentuan Pasal 14 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 
(1) Biro Hukum melakukan pembacaan terakhir (proof 

reading) terhadap hasil harmonisasi rancangan 
Peraturan Menteri. 

(2) Hasil pembacaan terakhir (proof reading) 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibubuhkan 
paraf pada setiap halaman oleh Biro Hukum dan 
Pemrakarsa sebelum meminta persetujuan Menteri. 
 

3. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 
 

Pasal 15 
(1) Biro Hukum menyampaikan rancangan Peraturan 

Menteri hasil pembacaan terakhir (proof reading) 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) 
kepada Menteri untuk memperoleh persetujuan. 

(2) Menteri menyetujui rancangan Peraturan Menteri 
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sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan 
membubuhkan paraf. 
 

4. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 dihapus, 
sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut: 
 

Bagian Kedelapan 
Penyebarluasan Peraturan Menteri 

 
Pasal 18 

(1) Dihapus. 
(2) Dihapus. 
(3) Penyebarluasan Peraturan Menteri sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui: 
a. situs web JDIH (https://jdih.bkpm.go.id); 
b. forum dialog secara tidak langsung dalam 

bentuk video conference;  
c. forum dialog secara langsung dalam bentuk 

sosialisasi, diseminasi, diskusi, ceramah, 
lokakarya, seminar, dan/atau pertemuan 
ilmiah lainnya; dan/atau  

d. media elektronik Kementerian. 
(4) Forum dialog secara langsung sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan oleh Biro 
Hukum berkoordinasi dengan Pemrakarsa. 

 
5. Ketentuan Pasal 19 dihapus. 

 
Pasal II 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

  

https://jdih.bkpm.go.id/
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 
 

Ditetapkan di Jakarta 
pada tanggal … 
   
MENTERI INVESTASI/ 
KEPALA BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL 
REPUBLIK INDONESIA, 

 
 
 

BAHLIL LAHADALIA 
 
Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal ... 
 
DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA, 
 
 
 
ASEP N. MULYANA 
 
 
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ... 
 


